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Abstract

Dissemination is an activity aimed at target groups or individuals so that they
obtain information, there is awareness, acceptance, and ultimately use that
information for their own interests. Dissemination of information is carried out by
officers of Bantul District Land Office and community groups in the Banyudono,
Sruwuh and Busuran hamlets in the effort to increase land certification.

In order the community to realize the importance and benefits and fuction of
land certification, is necessary to disseminate appropriate information. Land through
community groups in land certification. In Bantul regency, dissemination of
information can be done through several ways, including: Counseling, Leaflets /
Brochures, Announcements, Bantul Expo, Mass Media and Larasita. Larasita is a
government program for rural areas/ villages to certify their land.

The government has tried to accelerate land certification programs through
several programs, namely: Prona Program (Project of National Operational Land),
LMPDP Program (Land Management Policy and Development Project), SMEs
(Small and Medium Enterprises), Routine, P4T (Mastery Ownership and Use of Land
Utilization), LC (Land Consolidation) self-help.

The research result shows that the dissemination of information conducted by
government is running well with support from the community that the process of
land certification in Bantul Regency can run smoothly and all rights of possessed land
can be certificated. Hence, certificates of land right can be utilized by the community
to increase their better economic life level, guarantee the law of land right legally
according to the regulation, reduce conflict and quarrel of land which will arouse
among people in the future.

Keywords: Information Dissemination; Land Certificate
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD 1945 pasal
33 ayat 3). Dasar dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang tertinggi
adalah undang-undang dasar 1945, yang sudah dirumuskan oleh para pejuang-
pejuang bangsa Indonesia sejak jaman perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.
Lahirnya UUPA bukanlah suatu proses yang pendek, melainkan sebuah proses yang
panjang yaitu mulai dengan panitia agraria Yogyakarta (1948), panitia Jakarta (1951),
panitia Soewahjo (1956), Rancangan Soenario (1958), dan akhirnya rancangan
Sadjarwo (1960). Dengan demikian para pejuang bangsa kita telah menyadari bahwa
suatu program pembangunan terutama memihak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih
dahulu dengan penataan kembali masalah pertanahan, sebelum jauh menjangkau
industrialisasi (Gunawan Wiradi, 2001:11). Hal tersebut dilakukan untuk
menjabarkan pelaksanaan UUD 1945 ke dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, yang
lebih khusus tentang pertanahan atau yang lebih dikenal dengan UUPA.

Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi mencapai masyarakat
yang makmur melalui kontribusi pertanahan, maka tanah perlu dikelola dengan baik

sehingga akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Tanah pada tingkatan



tertinggi dikuasai oleh negara dan penggunaannya diatur untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat (UUPA No.5/1960, pasal 2 ayat 3).

Tanah sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (Joyo Winoto,
2008: 24). Tanah telah diperjuangkan dan dipertahankan oleh seluruh masyarakat
bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan bahkan sampai
saat ini. Tanah merupakan tempat berpijak, tempat tinggal, tempat mencari nafkah
kehidupan sampai tempat pemakaman bagi sebagian manusia setelah meninggal
dunia. Sebagai tempat mencari natkah tanah memiliki tujuan untuk kesejahteraan
masyarakat.

Agar terbukti tanah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat maka
tanah harus diproses pendaftaran haknya untuk selanjutnya diberikan sertipikat
sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat dan sah. Tujuan pendaftaran tanah untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah (PP No.24/1997:3).

Namun di lain sisi masyarakat masih beranggapan bahwa prosedur pelayanan di
bidang pertanahan masih sangat sulit dan berbelit-belit, waktu yang lama dalam
pemrosesan serta biaya yang sangat mahal. Penyebabnya bisa karena pelayanan
Kantor Pertanahan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan
masyarakat akan perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur
pembayaran yang sederhana, kepastian waktu dan besarnya biaya yang harus dibayar

oleh masyarakat dalam penyelesaian urusan hak atas tanahnya, serta berbagai



kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan
masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum bahkan tidak mengetahui bagaimana proses
ataupun informasi mengenai cara pensertipikatan tanah serta apa manfaatnya
sertipikat bagi kehidupan masyarakat. Sedang dilihat dari sisi kebudayaan masyarakat
merasa bahwa tidak akan ada yang merebut tanah miliknya, sebab semua masyarakat
juga tahu bahwa tanah itu milik keluarganya secara turun termurun. Dalam tradisi
atau system norma masyarakat Indonesia, kepastian akan status tanah tidak
berdasarkan atas surat atau sertipikat, akan tetapi didasarkan oleh pengakuan
komunitas. Menurut Sardjono Jatiman (panitia Seminar Nasional Pertanahan,
1996:135) dalam Aristiono, (2001:27) setiap warga komunitas yang menguasai tanah
diakui haknya oleh komunitasnya berdasarkan pengakuan. Setiap warga masyarakat
mengetahui status tanah yang ada di komunitasnya.

Walaupun masyarakat beranggapan demikian namun pemerintah memiliki
kewenangan untuk mengatur serta melakukan pendaftaran bidang-bidang tanah yang
ada di Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasiona RI,
Joyo Winoto (2009), dalam acara penyerahan sertipikat hak atas tanah di Kalimantan
Barat mengatakan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia baru 45 % di sertipikatkan.
Program pensertipikatan tanah di Indonesia telah dan sedang dilaksanakan melalui
beberapa program, antara lain Prona, Land Management Policy and Development

Project (LMPDP), Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah



(P4T), Pertanian, Rutin, UMKM dan LC swadaya masyarakat. Dengan demikian
telah dilakukan banyak upaya untuk meningkatkan pensertipikatan tanah di seluruh
Indonesia pada umumnya dan kabupaten secara khusus.

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan
memperhatikan aspirasi dan peranserta masyarakat guna dapat memajukan
kesejahteraan umum (Peraturan Presiden No. 10/2006). Bahwa dalam menjalankan
pembangunan nasional, terutama di bidang pertanahan perlu melibatkan masyarakat,
baik kelompok, perorangan maupun secara umum terutama dalam hal diseminasi
informasi mengenai pelayanan publik terutama di bidang pertanahan.

Pelayanan pertanahan telah dijalankan oleh pemerintah melalui Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Namun demikian
masih banyak masyarakat yang belum merasakan pelayanan tersebut, karena
kurangnya diseminasi informasi pertanahan secara merata di setiap daerah baik
perkotaan maupun pedesaan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pertanahan adalah karena
kurangnya keterlibatan masyarakat dalam diseminasi informasi pertanahan.
Keterlibatan masyarakat dalam diseminasi informasi pertanahan sudah pernah ada
dengan nama kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah),
namun kelompok masyarakat ini sudah lama tidak dilibatkan. Menurut Kepala Kantor
Pertanahan Kota Jambi, Ir. Alim Bastian (dalam Sandi edisi XXVIII-2008:18)
mengatakan bahwa kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan adalah merupakan

perwujudan yang konkrit dalam upaya untuk melaksanakan gerakan nasional sadar



tertib pertanahan yang diharapkan dapat tercipta peran serta masyarakat dalam
mewujudkan sasaran program pembaruan agraria.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, menyatakan bahwa
kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan
aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal
ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diseminasi informasi sangat
penting dalam peningkatan pelayanan pertanahan yang merupakan harapan
masyarakat.

Sekarang ini muncul kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan
masalah pertanahan. Kelompok masyarakat tersebut dibentuk oleh masyarakat sendiri
dengan dikoordinir oleh aparat kelurahan/desa untuk membantu memberikan
informasi yang detail serta lengkap tentang kegiatan pertanahan terutama tentang
menyiapkan persyaratan administrasi dan bagaimana teknik mengisi formulir serta
penyediaan kelengkapan lain seperti patok / pilar, meterai yang menjadi persyaratan
mengenai pelayanan pertanahan. Kelompok ini dibentuk pada saat mau akan ada
suatu program pertanahan yang dilaksanakan pada lokasi/wilayah masyarakat berada.

Peran kelompok masyarakat sangat strategis apabila dimanfaatkan dengan baik
dan berkesinambungan untuk membantu diseminasi informasi pertanahan. Setiap ada
perubahan peraturan terkait dengan pertanahan, mereka akan kami update dan akan
kami berikan informasinya. Jadi akan semakin mengurangi gap informasi dan
pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat (Sugiarto, reoboeg kampoeng

bernas).



Kasus pelayanan sertifikasi tanah dimana aturan yang diterapkan dalam hal
persyaratan administrasi yang berlainan di tingkat desa, kecamatan, dan BPN
menunjukkan bahwa penguasaan aparat di tingkat desa atau kecamatan terhadap
pelayanan pertanahan masih lemah (Agus Dwiyanto, dkk. 2002:149).

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir dan terbuka (PP 24/1997:2). Masyarakat yang menjadi tujuan pelayanan
pertanahan mengharapkan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah dan murah serta
aktual melalui bidang teknologi informasi. Sebagian masyarakat yang belum
mengetahui informasi secara lengkap masih menganggap dan merasakan bahwa
pensertipikatan tanah masih sangat rumit, berbelit-belit, mahal serta memakan waktu
yang sangat panjang. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak
memiliki akses penting yang berkaitan dengan pelayanan pensertipikatan tanah.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul di pilih oleh
peneliti karena merupakan daerah yang sedang giat membangun kembali infrastruktur
yang hancur akibat gempa bumi pada beberapa tahun silam. Kabupaten Bantul juga
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman yang
merupakan pusat kota yang sudah sangat maju.

Jumlah bidang tanah di kabupaten Bantul adalah 566.451. Bidang tanah yang
sudah disertipikat sampai dengan tanggal 24 agustus 2009 adalah 398.577 bidang
tanah atau (£ 70 %), sedang bidang tanah yang belum disertipikatkan sekitar
167.874 bidang tanah atau (+ 30 %). Adapun bidang-bidang tanah yang sudah

bersertipikat, lebih banyak terdapat di daerah yang berbatasan dengan perkotaan,



antara lain Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Banguntapan. Sedangkan masyarakat
di pedesaan yang jauh dari kota masih banyak yang belum tersentuh informasi
tentang pensertipikatan tanah. Namun demikian program pemerintah untuk
pensertipikatan tanah melalui program LMPDP (Land Management Policy and
Development Project) dan PRONA (Proyek Operasional Nasional Pertanahan) saat
ini lebih mengutamakan daerah pedesaan. Disamping itu ada sebuah program
pemerintah dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah yang sifatnya mendatangi
masyarakat terutama masyarakat yang jauh dari perkotaan atau pedalaman yaitu
program LARASITA (layanan rakyat untuk sertipikat tanah).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka masyarakat perlu diberikan informasi
yang lengkap mengenai tata cara (proses), lamanya, persyaratan apa saja, berapa
biayanya, jalur pensertipikatan tanah serta keuntungan-keuntungannya.

Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam diseminasi informasi
pertanahan adalah penting, dan oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang
berjudul:  “DISEMINASI INFORMASI PERTANAHAN MELALUI
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI

KABUPATEN BANTUL*.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dimaksud di atas maka dapat  dirumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:
Bagaimana diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok masyarakat

dalam pensertipikatan tanah di kabupaten Bantul ?

D. Tujuan Penelitian
Bertolak dari perumusan masalah yang demikian, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok

masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas kajian di bidang ilmu informasi
dan perpustakaan tentang diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok
masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kabupaten Bantul.

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi Badan Pertanahan Nasional
untuk diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok masyarakat dalam
pensertipikatan tanah di Kabupaten Bantul serta membangun kepercayaan
kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pensertipikatan tanah

secara lebih baik.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok masyarakat dalam
pensertipikatan tanah di Kabupaten Bantul dapat dijalankan melalui beberapa cara,
antara lain penyuluhan, leaflet/brosur, papan pengumuman, media massa, Bantul
Expo, dan Larasita. Cara-cara dimaksud dapat berjalan dengan baik dan lancar serta
membawa manfaat positif kepada masyarakat pemilik tanah terutama bagi
masyarakat yang terlibat ataupun dilibatkan dalam kegiatan program tersebut.

Diseminasi informasi pertanahan melalui kelompok masyarakat dalam
pensertipikatan tanah di Kabupaten Bantul berawal dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan pensertipikatan atas bidang-bidang tanah dalam waktu yang lebih
cepat.

Implikasi sertifikasi tanah yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten
Bantul mengalami peningkatan yang signifikan baik secara kuantitas maupun
kualitas pelayanannya, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan
demikian upaya yang telah dilakukan membawa manfaat positif kepada masyarakat.
Masyarakat merasa aman karena telah memiliki sertipikat hak atas bidang tanahnya
sebagai tanda bukti hak yang sah dan kuat secara hukum serta mengurangi

terjadinya konflik pertanahan diantara mereka.

99



B. Saran

Bertolak dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pensertifikatan dan

dalam proses diseminasi informasi pertanahan, maka dapat kami sarankan sebagai

berikut :

1.

Loket (I) Informasi

Diseminasi informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
akan sangat baik, jika informasi yang dikemas, diorganisir dengan baik
sehingga menyediakan data-data yang lengkap, detail, pasti dan jelas pada
loket I, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat tanpa harus ke
bagian belakang pelayanan informasi atau malah membingungkan
masyarakat. Pelayanan informasi juga harus memperhatikan etika dan estetika
yang baik.

Kelompok Masyarakat

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul hendaknya bekerjasama dengan
pemerintahan Desa untuk membentuk kelompok masyarakat pertanahan yang
bekerja untuk mendiseminasikan informasi pertanahan kepada masyarakat
umum pada setiap wilayahnya secara terus menerus tanpa dibatasi waktu atau

ruangnya.
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